PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR






Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila 
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 
menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 
untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 
karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-
213).  
Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 
pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 
tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. 
Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi 
atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Peran lebih banyak 
menunjukkan pada fungsi, intinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu 
dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran mencakup 3 hal, 
yaitu: 
1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. 
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam 
masyarakat sebagai organisasi. 
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3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 
sosial masyarakat. 
Peranan dapat mengimbangi seseorang dalam berperilaku, karena fungsi 
peran sendiri adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan arah pada proses sosialisasi 
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. 
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. 
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat 
melestarikan kehidupan masyarakat. 
Dari pengertian diatas Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang 
ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki 
kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi 
akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota 
masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 
ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang 
dinamakan peran (role).  
2.2 Otonomi Daerah 
Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang 
serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manicestasi dan desentralisasi. 
Sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas daerah tertentu yang berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat 
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setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan perundang-undangan. 
Sumaryadi I Nyoman (2005;48) 
Selanjutnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Widjaja (2009:76-77).  Menurut 
pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah 
mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan daerah 
otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan 
otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang 
bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintah, tujuan otonomi adalah 
mencapai efektivitas dam efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. 
Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan dikeluarkan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah No 32 
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah diberi kewenangan 
untuk mengurus rumah tangganya sendiri.Dengan adanya semangat otonomi 
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daerah, pemerintah daerah pun semakin terbuka dan leluasa dalam 
mengembangkan dan memajukan yang ada tanpa harus menunggu kebijakan pusat 
lagi melalui peraturan-peraturan daerah sesuai kebutuhan masyarakat daerah 
tersebut, namun dalam pembuatan kebijakan tetap mengacu kepada peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku lebih tinggi. 
Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada pemerintahan 
daerah yaitu DPRD dan kepala daerah, perangkat daerah untuk bekerja, terampil, 
disiplin dan berperilaku dan/atau tidak sesuai nilai, moral, serta norma ketentuan 
yang berlaku dengan memperhatikan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang 
terbatas didalam pelaksanaannya (implementasinya). Diantara implementasi yang 
berkembang yaitu antara lain tentang pelaksanaan pemerintah daerah 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, kewenangan pemerintah dan 
kewenangan provinsi organisasi perangkat daerah, dana perimbangan, serta tata 
cara pertanggungjawaban kepala daerah. 
Sumaryadi (2005:64) mengemukakan tujuan pemberian otonomi daerah 
yang mengemukakan ada 3 hal yang lebih desentralistik yaitu sebagai berikut : 
a. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat 
pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan dan 
pemberian fasilitas social seperti kesehatan, pendidikan dan sanitasi yang 
secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan. 
b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana mencapai tujuan social 
yang komplek dan bervariasi. Pembangunan masyarakat dapat diartikan 
sebagai tujuan social yang lebih sulit dan sukar diukur seperti keadilan 
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pemerataan, peningkatan kebudayaan kedamaian dan sebagainya. Disini 
pembangunan pada makna community self reliance dan family self 
reliance. 
c. Pembangunan social sebagai upaya terencana untuk meningkatkan 
kemampuan manusia berbuat. Pembangunan disini merupakan derifasi ( 
penyimpangan ) dan paradigma ( pedoman ) pembangunan yang berpusat 
pada manusia/rakyat atau people centered devolpment. 
2.3 Pengelolaan 
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang otonomi daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk 
mengembangkan wilayahnya. Dalam pengembangan ini dapat dilakukan oleh 
pemerintah, swasta maupun masyarakat. Setiap organisasi yang dibentuk disetiap 
daerah baik resmi maupun tidak resmi harus mengelola potensi dan sumber daya 
yang terdapat di daerah tersebut untuk mencapai tujuan internal maupun eksternal 
organisasi. 
Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 411) 
diartikan sebagai (a) Proses, cara, perbuatan mengelola (b) Proses melakukan 
kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (c) Proses yang 
membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. 
Konsep istilah pengelolaan dapat merupakan terjemahan dari kata 
“management” yang berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif unyuk 
mencapai sasaran. Sejalan dengan pengertian tersebut, George R. Terry (2010 : 1) 
mengartikan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan 
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bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 
organisasional, Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah 
managing (pengelolaan), sedang pelaksananya disebut manager (pengelola). 
Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa menajemen dihubungkan 
dengan suatu kelompok. Hakekatnya tugas seorang manager (pengelola) adalah 
menggunakan usaha kelompok secara efektif. tugas-tugas operasional 
dilaksanakan melalui upaya-upaya kelompok anggotanya. Sumber-sumber bahan 
yang luas dan kecakapan teknis kurang berguna kecuali kalau kemampuan 
menajemen untuk menggunakan sumber-sumber daya organisasi melalui suatu 
kelompok yang terorganisasi didorong dan dikembangkan, maka perlu untuk 
mendayagunakan kelompok demi mencapai tujuan. (George R. Terry : 2000, 9). 
Berlanjut dari pengertian bahwa pengelolaan sama dengan manajemen, 
mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan 
sumber daya manusia secara efektif dan efesien untuk untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. Unsur-unsur manajemen terdiri dari adanya kerjasama diantara 
sekelompok orang. Adanya tujuan bersama, pembagian kerja, struktur organisasi, 
hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik serta human organization. 
Perkembangan organisasi dilihat dari pengaturan dan penggunaan sumber daya 
organisasi, yang harus diperhatikan adalah sistem sumber daya manusia berupa 
hubungan kerjasama baik. Untuk mencapai tujuan organisasi seorang manajer 
(pengelola) harus dapat mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan 
efesien baik itu melalui norma-norma yang ditetapkan maupun hungunan kerja 
setiap anggota. Melayu S. P Hasibuan (2005 :1) 
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Dalam melakukan pengembangan organisasi, setiap sumber daya yang 
dimiliki organisasi saling berkaitan. Tujuan organisasi dapat dicapai jika 
pengelolaan sumber daya tersebut dilaksanakan dengan maksimal. Selanjutnya 
Pengelolaan (Manajemen) adalah seperangkat peranan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang atau juga bisa merujuk kepada fungsi-fungsi 
yang melekat pada peran tersebut. Fungsi manajemen tersebut meliputi; 
Perencanaan, Investor, Pelaksanaan, Pengelolaan, Evaluasi. (Pitana, 2009). 
Merujuk pada pengelolaan tentu ada pengevaluasian diakhir, secara teoritis dapat 
didefenisikan proses penilaian dan pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah 
kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja 
proyek, dapat dipertegas yakni sebagai suatu proses untuk mengetahui atau 
memuji apakah kegiatan, keluaran suatu programtelah sesuai dengan tujuan yang 
ditentukan.   
2.4 Pariwisata 
Istilah pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta yang komponen-
komponen terdiri dari “pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; 
“Wis(man)”yang berarti rumah, property, kampung, komunitas dan 
“ata”berartipergi terus-menerus, mengembara (roaming about) yang bila dirangkai 
menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti pergi secara lengkap 
meninggalkan rumah (kampong) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud 
untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan (Nyoman S.Pendit 
2006:3). 
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Menurut undang-undang No. 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, 
yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan penyelenggaraan wisata, sedangkan pariwisata tersebut adalah segala 
sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya 
tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. 
Kemudian pendapat lain menurut Suswantoro (2004:3) juga 
menjelaskan pariwisata adalah suatu proses kepergian seorang atau lebih menuju 
tempat lain dari luar tempat tinggalnya, dorongan kepergiannya adalah karena 
berbagai kepentingan baik kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, 
agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, 
menambah pengalaman ataupun untuk belajar. 
Dari konsep pariwisata, muncul istilah wisatawan. Wisatawan sendiri 
dapat dikenali dari wisatawan asing dan wisatawan domestic, wisatawan dapat 
didefenisikan menurut Nyoman S Pendit (2006:32) menjelaskan wisatawan adalah 
semua orang yang memenuhi syarat, yaitu meninggalkan rumah kediaman mereka 
untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan sementara mengeluarkan uang 
ditempat mereka kunjungi tanpa dengan maksud tidak mencari nafkah ditempat 
tersebut. Sedangkan menurut A.J Norwal dalam Nyoman S Pendit (2006:32) 
seorang wisatawan adalah seorang yang memasuki wilayah negeri asing dengan 
maksud tujuan apapun asalkan bukan untuk tinggal permanen atau untuk usaha-
usaha yang teratur melintasi perbatasan dan mengeluarkan uangnya dinegeri yang 
dikunjungi, yang mana uang tersebut diperoleh dari negeri lain. Pendapat lain 
menambahkan menurut Suswantoro (2004:4) seseorang atau kelompok orang 
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yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut wisatawan, jika lama tinggalnya 
sekurang-kurangnya di derah atau negara yang dikunjungi maka mereka disebut 
pelancong.   
Dalam Undang-undang (UU) Kepariwisataan No 10 tahun 2009, 
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 
serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah. 
Selanjutnya, daerah tujuan wisata yang disebut Destinasi pariwisata adalah 
kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 
didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksebitas,serta masyarakat yang saling terikat dan melengkapai terwujudnya 
kepariwisataan.  
Jadi dapat diketahui bahwa pariwisata adalah suatu usaha rangkaian 
kegiatan yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat setempat untuk 
meningkatkan, memeliharaatau membangun, baik secara kuantitas maupun 
kualitas terhadap ciptaan Tuhan, manusia, tata hidup, seni budaya dan tempat atau 
keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi atau dinikmati oleh 
wisatawan. 
Dampak pengembangan pariwisata pada dasarnya dapat membawa 
berbagai manfaat bagi masyarakat di daerah. Seperti diungkapkan Soekadijo 
(2001;87) manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal, antara lain : pariwisata 
memungkinkan adanya kontak antara orang-orang dari bagian-bagian dunia yang 
paling jauh, dengan berbagai bahasa, ras, kepercayaan, paham, politik dan tingkat 
perekonomian. 
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Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, 
menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. 
Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan merupakan yang 
padat karya yang membutuhkan jauh lebih banyak tenaga kerja dibandingkan 
dengan usaha lain. 
Manfaat yang lain adalah pariwisata menyumbang kepada neraca 
pembayaran, karena wisatawan membelanjakan uang yang diterima di Negara 
yang dikunjunginya. Maka dengan sendirinya penerimaan dari wisatawan 
mancanegara itu merupakan faktor yang saling penting agar neraca pembayaran 
menguntungkan yaitu pemasukan lebih besar dari penegeluaran. Dampak positif 
yang diterima pemerintah daerah atas peningkatan pariwisata tersebut yakni 
berupa pajak daerah, laba, badan usaha milik daerah, maupun pendapatan atau 
retribusi lainnya.  
Belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya juga meningkatkan 
pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun 
tidak langsung melalui dampak berganda ( multipliereffect ). Dimana di daerah 
wisata tersebut dapat menambah pendapatannya dengan menjuaal barang atau 
jasa, seperti restoran, hotel penginapan, pramuwisata dan barang-barang souvenir. 
Dengan demikian, pariwisata harus dijadikan alternatif untuk mendatangkan 
keuntungan bagi daerah tersebut. 
2.5 Pengelolaan Pariwisata 
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan 
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terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 
mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut 
(Syaiful Bahri Ruray, 2012 : 109 ) pengembangan pariwisata yang berbasis pada 
masyarakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu : 
1) Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keandalan 
2) Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis 
3) Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis 
4) Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode 
Untuk menghadapi isu pokok sebagaimana yang dikemukakandiatas 
perlu dipersiapkan sebagai respon strategis antara lain : 
a) Jalur-jalur transportasi dan terminalnya 
b) Keramah tamahan pelayanan 
c) Penggarapan pasar wisata tertentu 
d) Penonjolan penyajian warisan budaya lokal 
e) Siversifikasi dan pengendalian produk 
f) Investasi dan penyerapan tenaga kerja local 
g) Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan  
2.5.1 Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata 
Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-
prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian 
lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan 
wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi 
kesejahteraan komunikasi lokal. Menurut (Dowling dan Fennel, 2003 : 
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2), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip 
berikut: 
1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan 
pada kearifan lokan dan special local sense yang merefleksikan 
keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.  
2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang 
menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata. 
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada 
khasanah budaya lokal. 
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan 
lingkungan lokal. 
5. Memberikan dukungan legitimasi pada pembangunan dan 
pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif 
tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas 
pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam 
atau ekseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu 
meningkatkan pendapatan masyarakat.  
Di samping itu, pengelolan pariwisata harus memperharikan prinip-
prinsip keseimbangan antar berbagai elemen yang saling 
berinteraksi dan mempengaruhi. Prinsip-prinsip keseimbangan 
yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. (Buckley:5-
13) ; 
1. Pengembangan versus konservasi 
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Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun 
dan mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun 
pengelolaan harus mempertimbangkan prinsip-prinssip 
berkelanjutan dan proteksi baik terhaadap aspek ekonomi, budaya, 
dan lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan 
konservasi menjadi faktor yang esensial bagi berkelanjutan 
pariwisata. 
2. Penawaran versus permintaan 
Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan 
keseimbangan antara sisi penawaran (supply) dan permintaan 
(demand), penawaran mewakili produk pariwisata seperti taman 
wisata alam, akomodasi dengan gaya lokal, eko-tur, srana rekreasi, 
dan aktivitas budaya. Sedangkan permintaan mengacu kepada pasar 
pariwisata yaitu wisatawan tipe apa yang akan disasar, berapa 
jumlah yang akan berwisata, dimana mereka akan menginap, 
berapa uang yang akan mereka keluarkan, kegiatan menarik apa 
yang akan mereka lakukan dan sebagainya. Menyeimbangkan 
penawaran dan permintaan merupakan salah satu kunci untuk tetap 
suksesnya pariwisata. Penekanan salah satu atas yang lainnya akan 
membawa di masalah yang akan datang.   
3. Keuntungan versus biaya 
Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan 
memastikan bahwa aada keseimbangan distribusi keuntungan 
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(benefit) dan biaya (cost). Hal ini menyangkut pengembalian 
investasi yang cukup, pengalokasian fee untuk mengatasi dampak 
aktivitas pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya sosial, 
ekonomi, dan budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran 
pajak yang wajar. Dalam rangka menciptakan pengelolaan 
pariwisata yang mampu membiayai diri sendiri perlu disusun 
kebijakan finansial dan fiskal yang wajar di samping juga harus 
memperhatikan faktor non-ekonomi seperti biaya dan keuntungan 
sosial dan lingkungan. Keseimbangan pengelolaan keuntungan dan 
biaya menjadi salah satu penentu keberlajutan pariwisata. 
4. Manusia versus lingkungan  
Tantangan pengelolaan pariwisata adalah mencari 
keseimbangan antara tradisional ways dengan modern practices. 
Di beberapa kawasan wisata,penduduk lokal kadang belum atau 
bahkan tidak menerapkan metode konservasi dalam mengelola 
sumber daya yang dimilikinya. Hal itu mungkin disebabkan oleh 
ketersediaan sumber daya yang melimpah di masa lalu. Cepat atau 
lambat kondissi itu tidak akan dapat bertahan mengingat 
pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang secara alami akan 
memerlukan ruang dan sumber daya untuk hidup dan 
penghidupannya. Keberadaan pariwisata  dapat di arahkan sebagai 
wahana penyeimbaang antara kepentingan kebutuhan manusia dan 
kelestarian lingkungan.  
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Pariwisata hendaknya menyediakan metode untuk 
mengelola lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan 
konservasi, pembaharuan sumber daya alam, dan daur ulang. Tentu 
saja usaha pelestarian lingkungan ini bisa berjalan jika sejalan 
dengan tata nilai dan norma yang di anut komunitas lokal. Melalui 
proses pendidikan pembelajaran dapat diusahakan perubahan 
perilaku dan kebiasaan komunitas lokal yang merugikan 
lingkungan, seperti pebungan sampah sembarangan, penghancuran 
terumbu karang dan perusakan pantai, pembalakan liar, 
pengambilan sumber daya yang melebihi kapasitas normal, serta 
praktik-praktik tradisional yang merugikan lainnya. Sebaliknya, 
penekanan pada penguatan atas nilai-nilai lokal yang mendukung 
kelestarian lingkungan perlu diakui. 
Pengelolaan pariwisata dapat berperan strategis untuk 
mencapai fungsi-fungsi berikut: 
1. Perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. 
Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh 
degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan 
pengembangan industri pariwisata yang ekstensif dan tidak 
terkendali, serta cepatnya pertumbuhan penduduk di kawasan 
tersebut sebagai konsekuensi logis dari kesempatan berusa yang 
ditimbulkannya. Pariwisata, jika dikelola dengan baik, mampu 
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menyediakan solusi ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan 
lingkungan.  
2. Keberlanjutan ekonomi 
Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi 
global akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk 
impor yang menguras devisa negara. Pengembangan pariwisata 
menjadi salah satu solusi masalah tersebut dengan menyediakan 
produk ekspor yang tidak lari kemana-mana  sebagai sumber 
devisa. Pengembangan pariwisata juga menyediakan keuntungan 
ekonomi bagi lapisan masyarakat bawah yang umumnya berada 
dikawasan pedesaan sehingga diharapkan mampu menciptakan 
pendistribusian pendapatan dan sumber daya ekonomi yang 
menjadi lebih baik. 
3. Peningkatan integritas budaya 
Aspek ekologi dalam pariwisata menyiratkan sebuah 
hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang 
melibatkan dialog budaya yang berdasarkan penghormatan 
terhadap eksistensi dan integritas masing-masing. Jika elemen 
integritas budaya ini hilang maka dapat dipastikan sebaik apapun 
kawasan wisata yang bangun maka lambat laun akan ditinggalkan.  
4. Nilai pendidikan dan pembelajaran 
Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata 
tergantung pada bagaimana membangkitkan pemahaman dan 
 28 
kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap pentingnya 
kontribusi, eksistensi dan perlindungan terhadap sumber daya 
pendukung pariwisata. Pemahan dan kepedulian ini hanya bisa 
dicapai melalui proses penanaman tata modal (value) dan norma 
(norm) melalui proses pendidikan pembelajaran. 
 2.5.2 Sarana dan Prasarana Pariwisata 
Sarana pariwisata adalah fasilitas dan perubahan yang 
memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Maju mundurnya sarana pariwisata 
tergantung jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu keberadaan 
sarana pariwisata sangatlah penting dan mutlak untuk menyajikan 
pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan. Sarana pariwisata 
meliputi : 
a. Perusahaan perjalanan seperti travel agent, travel bureau dan tour 
operator perusahaan perjalanan melakukan kegiatan dalam 
memberikan jasa pemesanan tiket angkutan, akomodasi, darmawisata 
dan lain-lain 
b. Perusahaan transportasi, terutama transportasi angkutan wisata adalah 
salah satu komponen paling penting dalam kegiatan pariwisata adalah 
aksebilitas atau kelancaran perpindahan seseorang dari suatu tempat 
lainnya. Perpindahan itu bisa dalam jarak dekat dan bisa juga dalam 
jarak menengah atau jauh. Untuk melakukan perpindahan itu tentu 
saja diperlukan alat-alat transportasi. Dalam melakukan perpindahan 
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tersebut berbagai keinginan terkait di dalamnya. Ada yang mampu 
membayar mahal, tetapi lebih banyak menginginkan yang lebih 
murah. Untunglah berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
berbagai model transportasi sudah tersedia. Berbagai jenis transportasi 
yang dapat digunakan para pelancong khususnya antara lain 
transportasi udara, transpotasi laut dan transportasi darat. 
c. Hotel dan jenis akomodasi lainnya 
Yang termasuk jenis akomodasi antara lain hotel, motel, wisma, 
pondok wisata, villa, apartement, caravan, perkemahan, kapal pesiar, 
pondok remaja dan lain sebagainya. 
d. Bar, restoran, catering dan usaha jasa boga lainnya. 
Makanan dan minuman merupakan hal yang amat penting bagi 
wisatawan. Tidak jarang wisatawan melakukan perjalanan wisata, 
mengunjungi suatu tempat karena alasan makanan dan minuman. Oleh 
sebab itu, wisatawan biasanya menaruh harapan untuk mendapatkan 
makanan dan minuman yang enak, baik makanan dan minuman yang 
telah dikenalnya maupun karena ingin mencoba makanan dan 
minuman baru yang belum pernah dinikmatinya. Dalam kaitan ini 
banyak Negara yang terkenal dan menarik minat wisatawan karena 
makanan dan minuman khasnya. 
e. Daya Tarik Wisatawan 
Wisatawan berkunjung ke suatu tempat karena tertarik oleh suatu hal 
atau sesuatu menyebabkan wisatawan datang ke suatu tempat disebut 
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daya tarik atau atraksi wisata. Suatu daya tarik wisata pada prinsipnya 
harus memenuhi tiga persyaratan berikut : 
1. Something to see ( ada yang dilihat ) 
2. Something to do ( ada yang dikerjakan ) 
3. Something to buy ( ada yang dibeli atau souvenir ) 
Objek dan daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 hal yaitu : 
a. Objek Wisata Alam terdiri dari: laut, pantai, gunung, danau, fauna, 
flora, kawasan lindung, cagar alam,pemandangan alam dan lain-lain. 
b. Objek Wisata Budaya terdiri dari: Upacara Kelahiran, Tari-tari 
Tradisional, Musik Tradisional, Pakaian Adat, Upacara Laut, Upacara 
Turun ke Sawah, Cagar Budaya, Bangunan Bersejarah, Peninggalan 
Tradisional, Festival Budaya, Kain Tenun Tradisional, Tekstil Lokal, 
Pertunjukan Tradisional, Adat Istiadat Lokal dan Lain-lain. 
Obejk Wisata Buatan terdiri dari: Saran dan Fasilitas Olahraga, 
Permaianan (Layang-layang), Hiburan (Lawak, Akrobatik), 
Ketangkasan, Taman Rekreasi, Taman Nasional, Pusat-pusat 
Perbelanjaan dan lain-lain 
 Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang 
memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam 
rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan (Andi Mappi Sammeng 
2001:42) 
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a. Prasarana perhubungan yang meliputi jaringan jalan raya, jembatan dan 
terminal bus, rel kereta api dan stasiun, pelabuhan udara  (airport ) dan 
pelabuhan laut (sea-port atau harbour) 
b. Instalasi pembangkitan listrik dan instalasi air bersih 
c. Instalasi penyulingan bahan bakar minyak 
d. Sistem pengairan atau irigasi untuk kepentingan pertanian, peternakan 
dan perkebunan 
e. Sistem perbankaan dan moneter 
f. Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, telegraf, faksimili, email 
dan lain-lain 
g. Prasarana kesehatan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat 
h. Prasarana, keamanan, pendidikan dan hiburan 
 
2.6 Pandangan Islam Dalam Pengelolaan Alam 
Islam sebagai agama yang syumul ( sempurna ) mengatur segala aspek 
kehidupan agar penganutnya berada pada jalan yang benar. Manusia sebagai 
makhluk ciptaan Allah SWT, yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat 
baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan diatas bumi, sebagaimana yang 
dijelaskan dalam firman-Nya pada Qs.Al-Qasas : 77 
  ذلٱ َهِم ََكبيِصَو َسىَت َلََو ََۖةَرِخٓۡلۡٱ َرا هذلٱ ُ هللَّٱ َكٰىَتاَء ٓاَميِف ِغَتۡبٱَو َداَسَفۡلٱ ِغۡبَت َلََو ََۖكۡيَِلإ ُ هللَّٱ َهَسَۡحأ ٓاَمَك هِسَۡحأَو َۖاَيۡو
 َهيِذِسۡفُمۡلٱ  بُِحي َلَ َ هللَّٱ هِنإ َِۖضَۡرۡلۡٱ ِيف٧٧  
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Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” 
Alqur’an telah menjelaskan bagaimana kerusakan yang terjadi 
disebabkan oleh ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. 
Firman Allah SWT yang menandakan hal tersebut adalah Qs.Ar-Rum:30 
 هلٱ ِ هللَّٱ َتَرۡطِف ۚاٗفيِىَح ِهي ِّذِلل ََكهۡجَو ِۡمَقأَف ََرثَۡكأ ه ِك
َٰلَو ُمِّيَقۡلٱ ُهي ِّذلٱ َِكل َٰر ِۚ هللَّٱ ِقۡلَخِل َليِذۡبَت َلَ ۚاَهۡيَلَع َساهىلٱ ََرطَف ِيت
 َنىُمَلۡعَي َلَ ِساهىلٱ٠٣  
Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” 
2.7 Defenisi Konsep 
Untuk memudahkan memahami serta  menyamakan persepsi terhadap 
konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan dan dijabarkan defenisi konsep 
sebagai berikut : 
1. Peran adalah Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) 
yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan 
hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan  
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hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia 
menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan 
sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu 
jabatan tertentu 
2. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta 
kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manicestasi dan 
desentralisasi. 
3. Pengelolaan adalah seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang 
atau sekelompok orang atau juga bisa merujuk kepada fungsi-fungsi yang 
melekat pada peran tersebut.  
4. Pariwisata adalah adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan 
mendapatkan kenikmatan mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, 
memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat setelah 
menunaikan tugas. 
5. Pengelolaan Pariwisata adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 
2.8 Konsep Operasional 
Konsep oprasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 
mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 
indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel 
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tersebut.Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya ( Sugiyono,2007:38 ) 
Tabel 2.1 : Konsep Operasional 
Variabel Indikator Sub Indikator 
1 2 3 
Peraturan Bupati 
Rokan Hulu Nomor 
41 Tahun 2016 
Kedudukan, 
Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja 
Dinas Pariwisata 
Dan Kebudayaan  



































a. Melakukan persiapan 

























a. Mencari informasi 
yang berhubungan 
dengan objek wisata 
guna pengelolaan lebih 
lanjut 
b. Agar seluruh objek 
wisata dapat terkelola 
sepenuhnya oleh 
bidang pariwisata 




2.9 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi 
teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka 



















Sumber: Modifikasi Penulis 2016 
Peraturan Bupati Rokan Hulu 




Tugas Pokok Bidang Pariwisata 
1. Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 
promosi pariwisata 
2. Merencanakan kegiatan pariwisata berdasarkan kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 
3. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para 
bawahan 
4. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan 
menstimulasikan, mengolah data dan informasi yang 
berhubungan dengan tugas bidang pariwisata 
 
Terlaksananya Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam 
pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata Air Panas 
Suaman Kabupaten Rokan Hulu 
